Menimbang :

Menginget :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

berdasarkan ketentuan Pasa 64 aya (1) Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengena Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetgpkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, maka perlu
ditetgpkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propingd
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Proping Irian
Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 75);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama
Proping Irian Barat Menjadi Irian Jaya;

Keputusan Presiden Republik Indonesa Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan  Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Perauran Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presden;

Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenal Desg;

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Susunan Organisas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Jayapura;
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAY APURA

MEMUTUSKAN :

Menetgpkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pesal 1

Dalam Peraturan Dagrah ini yang dimaksud dengan :

1
2.
3.

o N

10.

Bupati idlah Bupati Jayapurg;

Kepaa Desaiaah Pimpinan dari Pemerintahan Desg;

Anggaran Pendgpatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa addah
Rencana Operasond Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang diwujudkan dan dijabarkan
dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung batas tertinggi pengduaran keuangan
desa dan dipihak lain merupakan target penerimaan tertinggi.

Badan Perwekilan Desa adalah Perwakilan dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa
yang berfungs mengayomi adat idiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan
menyalurkan, aspiras masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penydenggaraan
Pemerintahan Desg;

Desa aau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya dissbut Desa addlah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asa usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jayapura;

Pemerintahan Desa addah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Perwakilan Desg;

Pemerintah Desa addah Kepala Desa dan Perangkat Desg;

Perangkat Desa adalah unsur gaf, pelaksana dan wilayah yang membantu Kepaa desa dalam
rangka melaksanakan tugas dan kewgibannya yang diangkat dari penduduk desa yang
memenuhi persyaratan;

Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah disusun dan ditetapkan Kepaa Desa dan
disahkan oleh Baperdes,

Tahun Anggaran Desa adalah sarna dengan tahun anggaran negara, yaitu 1 Januari §/d 31
Desember tahun berjalan;


http://www.djpp.depkumham.go.id

BAB I
PENYUSUNANAN AGGARAN DESA

Bagian Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pesal 2

Setigp menjdang Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desau

(1)
2

1)

(2)
©)

1)

2

Pesal 3

Anggaran Desa ditetapkan setigp tahun dengan Peraturan Desa

Peraturan Desa tentang Anggaran Desa dimaksud ayat (1), dimusyawarahkan terlebih dahulu
oleh Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa seambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
ditetgpkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pesd 4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian
Pengeluaran;

Bagian Pengduaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengduaran Pembangunan;

Anggaran pengduaran rutin diblaya dengan anggaran rutin dan anggaran pengduaran
pembangunan dibiayai dengan anggaran penerimaan pembangunan.

Pesal 5

Anggaran Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) memuat :
Sisalebih perhitungan anggaran tahun ldu;
Pendapatan Adi Desg;
Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah Proping;
Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten,
Sumbangan dari Pihak Ketiga;
. Pinjaman Desa
nggaran Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasd 4, memuat:
Pengeluaran Rutin terdiri dari
1) BedanjaPegawai
2) BdanjaBaang;
3) BdanjaPemdiharaan;
4)  BdanjaPerjdanan Dines,
5  Bdanjalan-lan;

PO O0 T
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6) Pengeluarantidak tersangka
b.  Pengdluaran Pembangunan dikelompokkan sesua kebutuhan berdasarkan petunjuk
Bupati.
(3) Pengdluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat digunakan untuk
belanja:
Pembangunan prasarana Pemerintahan;
Pembangunan prasarana Produks;
Pembangunan prasarana Pemasaran;
Pembangunan prasarana Perhubungan;
Pembangunan prasarana Sosd;
Pembangunan lain-lain.

DN T

Pesd 6
Pos-pos Anggaran Desa tigp tahun anggaran disusun menurut urut-urutan dan uraian yang sama.

Bagian Ketiga
Penetapan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa

Pesal 7

(1) Peraturan Desa mengenai Anggaran Desa ditetgpkan. oleh Kepda Desa bersama dengan
Baperdes sekurang-kurangnya dihadiri 50 % + 1 (lima puluh persen tambah satu) anggota
Baperdes.

(2 Peraturan Desamengena Anggaran Desa berlaku setelah di undangkan.

(3) Peraturan Desa mengenal Anggaran Desa dilakukan segera setelah ditetapkannya Anggaran
Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB Il1
JENIS ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pesal 8

() Penerimaan Desaterdiri atas 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sebagal berikut :
11 Sisalebih perhitungan Anggaran tahun ldu;
1.2 Pendapatan Adi Dess;
1.3 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah;
14 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Proping;
15 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
1.6 lain-lain pendgpatan yang sah;
(2 Setigp Posterdiri dari ayat-ayat.

Pesal 9

(1) Sisalebih perhitungan Anggaran tahun lau sebagaimana dimeksud Pasd 9 ayat (1) adalah 9sa
perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya
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(2

©)

©)

©)

(6)

Pendapatan Adi Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :

a  Hasl dai kekayaan Desa yang mdiputi tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa,
obyek rekreas yang diurus oleh desa, hutan desa, pantai/perairan daam batas tertentu
yang diurus oleh Desa, tempat-tempat pemancingan disungal, peldangan ikan yang
dikelola Desa dan lain -lain kekayaan milik Desa;

b.  Hasl dari swadaya partigpas masyarakat Desa;

c.  Hasl gotong royong masyarakat Dess;

d. Lan-laindari usaha Desayang sah.

Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) meliputi

sumbangan berupa Dana Ganjaran, Bantuan Inpres, bantuan Khusus Presden dan sumbangan

Serta bantuan lainnya

Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Dagrah Proping sebagaimana dimaksud Pasal6 ayat

(1), terdiri dari :

a  Penyighan Penerimaan Pgjak dan Retribus Daerah Propins;

b.  Penyishan Penerimaan Pgjak Bumi dan Bangunan Daerah Proping;

c.  Sumbangan dan Bantuan lainnya

Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasd 6

aya (1) terdiri dari :

a  Penyishan Penerimaan Pgjak dan Retribus Daerah Kabupaten;

b.  Penyighan Penerimaan Pgjak Bumi dan Bangunan Daerah Kabupaten ;

c.  Sumbangan dan Bantuan lainnya

Lain-lan pendapatan yang sah sebagamana dimaksud Pasal 6 ayat (1), addah pendapatan-

pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak

mengikat sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Sumber penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dimanfaatkan sepenuhnya
untuk kepentingan penydenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembanguanan dan pelayanan
masyarakat di Desa yang bersangkutan.

1)

Pesd 11

a  Bagian pengeluaran rutin sebagaimana dimeksud Pasal 5 ayat (2) terdiri dari 6 (enam)
Pos dengan kode anggaran sebagai berikut:
2R.1 BelanjaPegawa ;
2R.2 BelanjaBarang ;
2R.3 Belanja Pemdiharaan ;
2R.4 Biaya Perjaanan Dinas ;
2R.5 BdanjaLain-lan;
2R.6 Pengeluaran tidak tersangka.
b.  Bagian Pengdluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pasd 5 Ayat ( 3), terdiri dari
6 (enam) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
2P. 1 Pembangunan Prasarana Pemerintahan;
2P. 2 Pembangunan Prasarana Produks;
2P. 3 Pembangunan Prasarana Pemasaran;
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2

1)
2

2P. 4 Pembangunan Prasarana Perhubungan;

2P. 5 Pembangunan Prasarana Sosd,;

2P. 6 Pembangunan lain-lain.
Pos-pos bagian Pengduaran Rutin dan bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri atas pasal-
pasal.

Pasal 12

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak
tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam-Anggaran Desa.

Kepda Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa
untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

Pasal 13

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prindp hemat, terarah dan terkenddi sesua
dengan rencana program kegiatan sertafungs Pemerintah Desa

1)
(2

(1)
2

©)
(4)

BAB IV
PENGELOLAAN ANGGARAN DESA

Pesd 14

Pengelolaan Anggaran Desa meliputi  penyusunan Anggaran, Pedaksanean Tata Usaha
Keuangan, Perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran.

Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dipertanggung jawabkan setiap
akhir Tahun Anggaran olen Kepaa Desa kepada Baperdes dalam bentuk perhitungan
Anggaran.

Pasal 15

Daam pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengangkat Bendaharawan Desa.

Dadam pengdolaan Keuangan Desa sebagaimana dimeksud pada aya (1) diatas
Bendaharawan Desa wgib melaksanakan adminisras keuangan Desa sesual ketentuan yang
berlaku.

Setigp Penerimaan dan Pengduaran Desa harus dicatat ddam buku Administras Keuangan
Desa

Untuk menyimpan uang Pemerintah Desa, maka bendaharawan Desa dapat membuka rekening
di Bank Pemerintah atau Kantor Pos dan Giro, dan pencairan dana dimaksud dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan Kepda Desa
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BABV
PERUBAHAN ANGGARAN DESA

Pasal 16
Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran pada Anggaran Desa dilakukan perubahan
anggaran Desa dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Camat.

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN

Pasd 17
(1) Apabilaterjadi perubahan penerimaan dan pengduaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
(2) Setigp perubahan Anggaran Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa oleh Badan
Perwakilan Desa dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB VII
PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 18
Perhitungan Anggaran Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sdlambeat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum berakhirnya Tahun Anggaran yang berjdan dan disampakan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Camat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan
Bupati.
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Pasd 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sgak tanggd diundangkan.

Agar setigp orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura

padatanggal 27 Juli 2001

BUPATI JAYAPURA.
CAPTTD

Ir. YAN PIETER KARAHR, M.Ec.
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